
SEKRETARISJENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG 

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL 

SEKRETARIAT JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas

dan fungsi, serta untuk meningkatkan kedisiplinan,

pengawasan, dan mewujudkan keseragaman serta

identitas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

diperlukan pengaturan mengenai pakaian dinas

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia;

b. bahwa pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, telah mendapat izin prinsip berdasarkan

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

B/2206.1/M.PAN-RB/6/2015 perihal Permohonan

Izin Prinsip Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat

Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang



Mengingat 

Menetapkan 
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Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Ta hun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahuh 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (Lembara n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 39); 

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Organisasi dan Tata 
J enderal Dewan Perwakilan 
Indonesia; 

Kerja Sekretariat 
l{akyat Republik 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL 
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan: 
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanju tnya d isingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara 
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tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerinta han di Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

2. Pegawai Non PNS adala h pegawai yang direkrut. oleh 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia da n dia n gkat untuk jangka 
waktu tertentu guna melaksanakan tugas 
pemerintahan d i lingkungan Sekretariat. J enderal 
Dewan Perwakila n Rakyat Republik Indonesia yang 
bersifat keahlian, teknis , administratif dan 
persidanga n sesuai dengan kebutuhan organisasi 
dan dibayar atas biaya Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara 

3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia yan g selanjutnya disebu t 
Sekretariat J enderal DPR RI adalah a paratur 
pemerintah yang di da la m m enjalankan tugas dan 
fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab 
langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

4. Sekretaris Jenderal adala h Sekretaris J enderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon esia. 

5 . Pakaian Dinas adala h pakaian yang d igunakan 
untuk m elaksanakan tugas sehari-h ari termasuk 
digunakan pada saat kegiatan kedinasan di luar 
kantor, kecuali ditentukan la in sesuai den gan 
pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. 

6. Pakaian Batik/ Tenun adala h pakaian dengan 
teknik, motif dan corak tertentu khas kebudayaan 
Indonesia. 

7. Pakaia n Kerja ada la h pakaian bebas, rapi, dan 
sopan yang digunakan ketika bekerja sesuai dengan 
kaida h -kaidah berpakaian yang diatur da lam 
peraturan ini. 

8 . Atribut Pa kaian Dinas yang selanjutnya disebut 
Atribut ada la h tanda atau lambang yan g digunakan 
untuk melengkapi penggunaa n Pakaian Dinas. 

9 . Lambang Sekretariat J enderal Dewan Perwa kilan 
Rakyat Republik Indonesia ada la h sebagaimana 
ditetapka n pada Kepu tu san Sekretaris J enderal 
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Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 493/SEKJEN/2020 tentang Logo dan Cap 
Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 2 

Pakaian Dinas PNS harus memenuhi ka idah-kaidah: 
a . etika berbusana; 
b. kesopanan; 
C. kerapian; 
d. keserasian; dan 
e . kesesuaian. 

Pasal 3 

Pegawai di lingkungan Sekretariat J enderal DPR RI 
terdiri atas: 
a. PNS; dan 
b. Pegawai Non PNS. 

BAB II 
PAKAIAN DINAS PNS 

Bagian Kesatu 
Jenis Pakaian Dinas 

Pasal4 

J enis Pakaia n Dinas PNS Sekretariat J enderal DPR RI 
meliputi: 
a. Pakaian Dinas Haria n ; 
b. Pakaian Dinas Lapangan; 
c . Pakaian Dinas Upacara; 
d. Pakaian Batik/Tenun; da n 
e. Pa ka ian Kerja. 

Pasal5 

( 1) Pakaian Dinas Harian se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huru f a , terdiri atas: 
a. Pakaian Dinas Harian p ria; dan 
b. Pakaian Dinas Harian wanita. 

41 
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(2) Jenis, warna, dan model Pakaian Dinas Harian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini. 

Pasal 6 
Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf a terdiri atas: 
a. Pakaian Dinas Harian untuk pria: 

1. blazer dan/ atau kemeja lengan panjang; dan 
2. celana panjang (bukan jenis jeans). 

b. Pakaian Dinas Harian untuk wanita: 
1. blazer dan kemeja/blus dengan lengan panJang; 

dan 
2. celana panjang atau rok minimum 10 (sepuluh) 

sentimeter di bawah lutut (bukan jenis jeans). 
c. Pakaian Dinas Harian untuk wanita berjilbab: 

1. blazer dan kemeja/ blus lengan panjang; 
2. celana/rok panja:r:ig (bukan jenis jeans); dan 
3. kerudung dengan warna menyesuaikan. 

Pasal 7 
(1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf b dipakai oleh PNS Sekretariat 
Jenderal DPR RI dalam melaksanakan tugas yang 
sifat pekerjaannya teknis operasional, atau memiliki 
ciri khusus tertentu di lapangan sesuai peraturan 
perundang-undangan 

(2) Pakaian Dinas Lapangan yang tidak diatur dalam 
peraturan perundang-undangan wajib 
mendapatkan persetujuan Sekretaris Jenderal. 

(3) Jenis, warna, model, dan penggunaan Pakaian 
Dinas Lapangan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) 
diusulkan oleh unit pengguna dan ditetapkan 
dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. 

Pasal8 
Pakaian Dinas U pacara se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf c meliputi: 
a. Pakaian Sipil Lengkap; dan 
b. Pakaian Batik Ko rps Pegawai Republik r ndonesia. 
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Bagian Kedua 
Penggunaan Pakaian Dinas 

Pasal9 
(1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf a digunakan PNS pada hari 
Senin dan Kamis. 

(2) Pakaian Batik/Tenun sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada hari Jumat. 

(3) Pakaian Kerja bebas, rapi, dan sopan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan pada 
hari Selasa dan Rabu. 

Pasal 10 

Pakaian Batik/Tenun sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2), terdiri dari : 
a. Pakaian Batik/Tenun untuk pria: 

1. kemeja Batik/Tenun lengan panjang atau pendek; 
dan 

2. celana panjang (bukan jenis jeans). 
b. Pakaian Batik/Tenun untuk wanita: 

1. kemeja/blus batik/tenun lengan panJang atau 
pendek; dan 

2. celana panjang atau rok minimum 10 (sepuluh) 
sentimeter di bawah lutut (bukan jenis jeans). 

c. Pakaian Batik/Tenun untuk wanita berjilbab: 
1. kemeja/blus batik/tenun lengan panjang; 
2. celana atau rok panjang (bukan jenisjeans); dan 
3. kerudung dengan warna menyesuaikan. 

Pasal 11 
Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf a, digunakan dengan ketentuan: 
a. Pakaian Sipil Lengkap un tuk pria: 

1. jas lengan panjang warna gelap; 
2. celana panjang warna sama dengan jas; 
3. kemeja putih lengan panjang; dan 
4. dasi dengan warna menyesuaikan. 

b. Pakaian Sipil Lengkap untuk wanita: 

1. jas lengan panjang warna gelap; 
2. celana panjang atau rok minimum 10 (sepuluh) 
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sentimeter di bawah lutut dengan warna sama 
denganjas; 

3. kemeja putih lengan panjang; dan 
4. dasi dengan warna menyesuaikan. 

c. Pakaian Sipil Lengkap untuk wanita berjilbab: 
1. jas lengan panjang warna gelap; 
2. celana atau rok panjang dengan warna sama 

denganjas; 
3. kemeja putih lengan panjang; 
4. dasi dengan warna menyesuaikan; dan 
5. kerudung dengan warna menyesuaikan. 

Pasal 12 
Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf a digunakan pada upacara kenegaraan 
atau resmi, acara tertentu pada kegiatan pendidikan 
dan pelatihan, pelantikan jabatan, penerimaan Satya 
Lencana Karya Satya, dan kegiatan tertentu sesuai 
undangan. 

Pasal 13 
Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 
digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan kegiatan tertentu sesua1 
undangan. 

Pasal 14 

Pakaian bagi Pegawai Non PNS menyesuaikan jenis dan 
ketentuan penggunaan pakaian dinas pada unit kerja 
masing-masing. 

BAB III 
ATRIBUT PAKAIAN DINAS PNS 

Bagian Kesatu 
Jenis Atribut 

Pasal 15 

( 1) A tri but terdiri atas: 
a. nama PNS berupa papan nama; 
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b. pin lambang Sekretariat Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

(2) Bentuk, ukuran, dan warna Atribut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Sekretaris Jenderal ini. 

Bagian Kedua 
Penggunaan Atribut 

Pasal 16 
(1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

(1) digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. papan nama disematkan pada dada sebelah 

kanan;dan 
b. pin lambang Sekretariat Jenderal DPR RI 

disematkan pada dada sebelah kiri. 
(2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan setiap hari Senin dan Kamis. 

BAB IV 
PENG A WASAN DAN SANKS! 

Pasal 17 

Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Pakaian 
Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam 
peraturan ini dilakukan oleh atasan langsung secara 
berjenjang. 

Pasal 18 

PNS yang tidak melakukan kewajiban menggunakan 
Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud 
dalam peraturan ini dikenai sanksi teguran oleh atasan 
langsung secara berjenjang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 

Pakaian seragam sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tetap 

dapat digunakan, dan harus disesuaikan dengan 

Peraturan Sekretaris Jenderal ini dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Sekretaris 

Jenderal ini ditetapkan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai 

berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil 

di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal 21 

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta, 
pada tanggal 8 Juli 2021 

SEKRETARIS JENDERAL, 

INDRA ISKANDAR 

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

 REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat 

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.



LAMPIRAN I 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHON 2021 TENTANG PAKAIAN

DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT 

JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN 

1. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA

JE1''IS I BENTUK 

a. KEMEJA TANOANPANJANG

b. CELANAPA.."NJANG

T Tam ak Belakano 

K
E

TERA...�GAN 

1. Bahan Santuzza No. 2 �

� dan No. 3 � tua

2. Kerah, list kanc'

balm dan manse:t 

bemrama �,6ela 

anan 

4. Saku �e pada dada kiri

Qglmlll space kecil untuk ena

5. Bagian belakan2: de an la ak

bahu dan Ii itan di ten ah

belakano

6. Den an�kancirul:

1. Bahan Santuzza No. 3

ben amaabu�

2. Model celana so an dan 1

3. Saku sam ioo- lraoan nan!Qri

4. Saku lakano bobok

5. Belt loop diba ian �

kanan, dan belakan

6. Denoan bukaan reslef dan 

lgmcingdi�
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2. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA 

JENIS / BENTUK 

a. BLAZER 

Tam.gale ~ T1!{!!Rak. Be~ 

• I 

b. KD.ilEJA TANGANPA'.NJANG 

Tam.RfilS Depan T1!{!!Rale Bel~ 

■ 

c. ROK PENDEK 

Tam.gale ~ T1!{!!Rak B;1<~ 

• ■ 

• 

KETERANGAN 

1. Bahan Santuzza No. 2 ahJJ. 
!!lll4a dan Santuzza No. 3 abu 

~ 

2. Lapale bahu, dan list ~ 

~w:ww~~ 
3. Model blazer lengg,n paniang 

~ ~ ga:ns 

pnncess 

4. Saku ~ kanan dan kiri 

5. Bagian ~ ~ 

~ garis princess 

6. lJengan ~ kancing 

L Bahan :Melange Twill 

Q™iil P,milt 

■ 2. Kerah ~~ shawl 

3. Model kempja ~ 2anjang 

Qrul~~ 
4. ~~~ 

1. Bahan Santilzza No. 3 

hroxamaal!Y1\.!.a 
2. E,Q,tmodelspanp~ 

• 3. Bagian QWalw\g ~Ps.t 

~ 
4. Slit~~~ pada 

~~~g 

5. Dengan bukaan resletinQ' di 
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3. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB 

JENIS / BENTIJK 

a. CELANA PANJANG 

Tam ak ~ TumR...*!lelaj@ng 

b. ROKPANJANG 

Tamgak DeJJan T~ak Bel~ 

KETERANGAN 

1. Bahan Santuzza No. 3 

~agjm~ 

2.. Model~~dan ~ 

3. Den~ ~ (esl~ dan 

bm;!iig di~ 

1. Bahan Santuzza No. 3 

~~~ 
2. R,Qkmodel span RaPw;!g 

3. Bagian be~ terda11at 

k..~ 
4.. Slit~~ mtrumk. pada 

~b~rnkwg 
5. Den_gan ~ resleting di 

klak~ 



c. HIJAB

MotifHijab 
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Motif hijab patchwork dmg__au 

cramba.r ge_rom_g DPR di salah e

�Xa dan motif mruga_

SEKRETARIS JENDERAL, 

INDRA ISKANDAR 

ttd.



1. NAMA PNS

LAMPIRAN II 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN

DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT 

JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

ATRIBUT PAKAIAN DINAS 

JENIS/BENTUK KETERANG . .\N 

Nama PNS berupa papan nama di bajn Nama PNS berupa pap-an nama 

dengan bentuk persegi pan.Ja11g 

diletakkan di bagian dada sebelah 

kanan dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

. NAMA 
.... .....

7,2 cm 

I ... ,,, 

- Tanda nama terbuat dari

.statnlJ?ss

- Gambar clan :tulisan

menggunakan Tulisan

menggunakav. stiker yang

. dicoating dan diberi magnet 

- Terdapat garis t,epi benvarna

putih

- Tulisan Nam.a berwama putih

dan diberi logo Setjen DPR

dengan wama asal

- Ulruran: 72 x 1,& cm
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2. PIN LAMBANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JENIS / BEl\TUK 

P•in lambang Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan li·yat Republik Indonesia 

KETERA.NGAN 

Pin tanda jabatan diletakkan di 

krah baju sebelah kiri dengan 

spesifbi sebagai berikut: 

- Lambang Setjen DPR RI

- Bahan Besi dan diberi magnet

- Diameter : 27 x 26 mm

- Tebal: 2mm

SEKRETARIS JENDERAL, 

INDRA ISKANDAR 

ttd.




